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DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (5) Perturan
Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah, maka perlu menetapkan standar harga saluan
barang yang disusun secliap semester sebagai dasar dan acuan
pengadaan bearang wmilik  daerah  dalam  penyusunan  rencan:
kebutuhan barang dan penganggaran pada Satuan kerja Poranghko
Daerah Lingkup Pemerintah Kota Makassar,

bahwa berdasarkan perumbangan sebhagamana dimaksud pada
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makasso
tentang Standar Herga Satuanr Barang Semester | Tahun Ar

2318,

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentulkin
Daerah-Daerah Tingkat [ di Sulawesi {l.Lembaran Negara Republil
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negam
Republik Indonesia Nomar 1822);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Newpara
jLembaran  Negara Republik  Indonesia Tahun 2003 Nomor 47
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);

Undang-Undang Nomer | Tahun 2004 tentang Perbendaharaon
Negara [Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomiow
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

Undang-Undang Nomwor 153 Tahun 2004 tentang  Pemertksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara  (Lembira
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambabin
Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4400},

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  Perimbancan
Keuangan anmtara Pemenntah  Pusat  dan Pemermtah  Daerah
Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Naomenr 12
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4408

Uncdlang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Llentang inlenhass ol
Transaksi Elektroynk (Lembaran Negara Republik Indonesia Toloon
2008 Nomor S8 Tumbahan Lembaran Negara Republik ndoness
Notmor 48431,
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeriniahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomo:
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubshan Keclua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tlenlang Pemerintahan
Dacerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 58, Tambahan
Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679,

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adimupustras
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesaia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lemmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601},

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1971 tentang Perubahan
Batas-batas Daeraly Kotamadya Makassar clan Kabupaten Gowa,
Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Inclonesia
Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 197! Nomor 2970),

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perulsalyan
Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilavah
Propinsi Sulawesi Selatan {Lembaran Negara Republik Indonesia
1999 Nomor 193});

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pengoloksan
Keuangan Daerah {l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republlc Indonesi
Nomor 4578):

Peraturan Pemernntah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolsn
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republk lndonesia
Tahun 2014 Nomom 92, Tambahan Lembaran Negara [epubil
Indonesia Nomor 5533y;

. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan

Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas
{Lembaran Negara Republlk Indonesia Talwm 2014 Nomor o
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S610),

Poraturan Pemermtah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Poranglal
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negiwua Republik indonesia Nontol 38:47)

. Peraturan  Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Poevgadaan

Bearang/Jasa Pemerintah sebaganmana telah dinbah beberpa kal
terakliir dengan Peraturan Presiden Republikk Indonesz: Moemor <
Tahun 2015 tentang Perubahan Kecmpat atas.Peraturan Hresuden
Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pangacda
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara republik Indonesn
Nomor & Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negam Repuilis
Indonesia 5655);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentomny
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah sebagaimana telah diubal
terakkhir dengan Peraturan Monmen Dalam Negeri Nomor 21 Taboon
2001 tentang Perubahan Kedua atas  Pesauran Menterr pDajtth
Newon  Nomor 13 Tahun 2005 tentang  Pedoman  Pengelinum
K.ewangan Daceraly,
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17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Beriua Negara Republik
Indonesia Nomor 547 Tahun 2016},

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentung
Pengelolaan dan kodeflikasi Barang Daerah Propingi  Kabupaten/
Kota(Berita Negara Republik Inclonesia Nomor 2083 Taliun 2010},

19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 teriang
Pe mbentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran [Diwmah
Kota Makassar Tahiui2016 Nomor 8]

20, Peraturan Daerah kKota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 temtang
Pengetolaan Barang Milik Dacrah (Lembaran Daerahh Nota Makossa
Tahun 2017 Nomor 7)

MEMUTUSKAN

VMenviapkan © PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG STANDAR HARGA
SATUAN BARANG SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Daleun Peraturan Walikota ini vang dimaksud dengan :
- Daerah adalah Kota Makassar
w alikota adalah Walikota Makassar
Petangkat  Daeriah adalah  unsur  pembantu Walikota  dan DPRD
penvelenggaraan Urusan Pemerintahan vang menjadi kewenangan Daerah
b Dewan Perwakilan Fakyat Daerah vang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembuga
perwakilan rakvat cdaerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelengpira
Pemermtahan Daerah.
3 Pemerintaly Daerah adalah Walikota dan  Perangkat Daerah  scbagoy  vn-<i
penvelenggara Pemerintah Daerah
B, Satuan Kerja Perangkat Daerah vang selanjumva chisingkat SIKPD adalah Peranalun
Dacrah vang menvelenggsnpkan Uasan Powenntalsn Daerah berdasarkan Migas
dan tungsinva
Pemermmtalian Daerah adalah penselenggaraan Urusan Pemermahan
Pemerintali Daerah dan DPRD menurut azas otoriomi dan Tugas Penibantiial
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsyp Negara Wesan
Republik ndanesia sebagaimana dunaksud dalam Undang-Undang Dasar Negar
Republik Indonesia Tahun 1945,
s Standar Harga Satuan Barang adalah satuan harga tertinggy  vang  ditetapison
scbagal hargs / indeks satuan biava vang digunalkan oleh SKPD

BAB 11
STANDAR HARGA SATUAN BARANG

Pasal 2

Standar Harga  Satuan Barang  Scemiester | Tabhun Anggaran 2018, ditetapkan
schaguimana tercantum dalam Lampuan sebagai bagian vang tidak terpisahkan dan
Peraturan Ini
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Pasal 3 .

Standar harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai rujukan dalam

penyusunan perencanasan kebutuhan barang milik daerah dan  penganggaran
Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Pelaksanaan pengadaan barang yang telah tercantum dalam e-catalogue berpedornian
pada patokan harga, jenis dan spesifikas: yang sudah tersecha dalam Daftar e-catcdonue

Portsal Nasional yang dikeluarkan oleh Lembaga kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemernntah.

Pasal 5

Untuk harga satuan kendaraan bermotor berpedoman pada harga vang dikeluarkan
oleh Agen Tunggal Pemegang Merk,

Pasal 6

Untuk harga satuan buku perpustakaan berpedoman pada harga yang dikeluarkan
oleh Penerbit

Pasal 7

Unituk harga satuan obat-obatan generic berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh
Menten Kesechatan.

Pasal 8
Untuk harga per m?2 (meter persegi) pengadaan tanah menyesuaikan Nilai Jual Chyplk
Pajak (NJOP)/harga pasar/hasil penilaian independen.
Pasal 9

Untulc harga satuan pekerjaan konstruksi berpedoman pada harga vang ditctapkan
olel Menmeri Pekerjean Umum,

Pasal 10

Untuk kegiatan penyelenggaraan dapat berpedoman pada ketentuan barga van
ditetapkan Pemerintah / Lembaga Nann kementrar.

Pasal 11
Dalari hal SKPD yang melaksanakan kegiatan dan membutuhken spesifitcast bharang
cdan harga vang udak/belum diatur dalam Peraturan Walikota i, akan diatur
lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

Perbedaan Harga yang diakibatkan tenadinva kenatkan harga vang signifikan dengan
spesihkast barang yang sama sctelah



d BAB Il
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 29 Juni 2018

WALIKOTA MAKASSAR,
?MW--'

OH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal: 29 Juni 2018

Pi. SEKRETARIWSSAR.
ANDIl MUH. SIR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2018 NOMOR 11




